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Dewan BS Beri 8 Rekomendasi

Tindaklanjuti

Temuan BPK Rl

KOTA MANNA, BE - Terkait Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik
Indonesia (RI)yangdiserahkan ke Bu-
pati Bengkulu Selatan (BS)20 Mei lalu
di kantor BPK perwakilan Bengkulu,
DPRD BS memberikan rekomendasi

sebagai tindaklanjuti temuan BPK
tersebut.

" Ada 8 rekomendasi dari kami ke-

pada pihak eksekutif, agar bisa ditin-
daklankuti pihak eksekutif," kata Ad-
nan, juru bicara DPRD BS saat sidang
paripurna DPRD BS dengan agenda
penyampaian rekomendasi DPRD BS
atas LHP BPK di ruang sidang utama
DPRD BS, Jum'at(12/7).

Polisi PDIP BS yang juga juru bi
cara DPRD BS pada sidang paripurna
tersebut mengatakan ke-8 rekomen
dasi tersebut, yakni meminta Bupati
BS menindaklanjuti temuan BPK yang
meliputi laporan keuangan, pengen-
dalian internal.kepatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku Terhadap tidak tercapainya
opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
dalam pengelolaan keuanga daerah,
direkomendasikan agar inspektorat
dan badan pengelolaan keuangan
daerah dan asset (BPKAD) BS mem-

pelajari kelemahan dari pelaporan
pengelolaan keuangan daerah dan
melakukan pembinaan kepada semua
OPD. Masih kepada inspektorat dim-
inta agar terhadap temuan adanya kes-
alahan perencanaan keuangan daerah,
sebagai pengawas serta satuan perang-
kat daerah untukdapat menyelesaikan
dan memonitor temuan ini agar tidak
terjadi kembali pada penganggaran
tahun berikutnya. Terhadap barang
milik daerah baik bergerak maupun
tidak bergerak yang ada dalam ruang
lingkup pemerintahan daerah BS, di
rekomendasikan kepada Bupati untuk
melakukan pengelolaan yang disesuai-
kan dengan peraturan yang mengatur
dan mengikat.

"Terhadap aset ini, Bupati diharap-
kan melakukan inventarisasi dan

evalualuasi menyeluruh dalam hal
penataan, pemakaian serta pengelo-
laannya agar tepat guna dan tetap sa-
saran," ujarnya.

Selanjutnya rekomendasi ke-5, ter
hadap kelebihan bayar kepada pihak
rekanan atau ke-3 berupa tuntutan
ganti rugi agar segera ditindaklanjuti
sesegera mungkin, jika dalam waktu
60 hari sejak LHP diterima belum juga
tuntas agar segera dilimpahkan ke
aparat penegak hukum (APH). Lalu
terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN)
di OPD yang terdapat catatan temuan
BPK agar Bupati BS dapat melaku
kan evaluasi terhadap kemampuan,

kecakapan,kapasitas dan kompeten-
sinya. Kemudian rekomendasi ke-7 di-
harapkan Bupati memberikan teguran
pada satuan OPD pengadaan barang
dan jasa yang tidak mentaati rekomen
dasi serta temuan BPKsesuai dengan
batas waktu yang diberikan.

"Terakhir, Upaya penyelesaian terkait
temuan tersebut agar meminta per-
timbangan hukum dari kejaksaan dan
dapat menempuh jalur pengadilan,"
demikian Adnan.

Kctua DPRD BS, Yevri Sudianto me-
nambahkan, dengan adanya reko
mendasi ini diharapkan agar Bupati
dan OPD terkait dapat segera menin-
daklanjutinya. Sehingga tidak hanya
sekedar dianggap angin lalu atau tidak
dihiraukan.

"Kami minta apa yang kami reko-
mendasikan ini dapat segera ditinda
klanjuti, jangan hanya sekedar diden-
garkan saja," imbau Yevri.

Bupati BS, Gusnan Mulyadi SE MM
memberikan apresiasi kepada DPRD
BS yang telah menyampaikan reko
mendasi atas temuan PBK tersebut.

Dirinya mengaku, akan melakukan
apa yang sudah direkomendasikan
tersebut.

"Kami siap menindaklanjutinya, bah-
kan terkait temuan BPK kami sudah minta

OPDdan pihak rekanan segera menuntas-
kannya paling lambat 20 Juli ini, bahkan
jika tidak selesai kami siap melimpahkan-
nya keAPH," ujar Gusnan. (369)


